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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tahun 2024 disusun sebagai
wujud pertanggungjawaban kinerja serta dalam rangka peningkatan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, dan bertanggung
jawab. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja.

Selama tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar telah melaksanakan tugas
dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Bagi Kantor Wilayah
DJP Wajib Pajak Besar, tahun 2024 merupakan tahun melanjutkan prestasi. Selain berhasil
mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,94, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
juga berhasil mencapai target penerimaan yang telah diamanatkan. Di tahun 2024, Kantor
Wilayah DJP Wajib Pajak Besar siap untuk menjaga dan melanjutkan prestasi.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun guna memberikan gambaran jelas dan
transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar selama tahun 2024. Semoga Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai
bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah-langkah perbaikan untuk
tahun berikutnya.

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak
Besar,

Yunirwansyah
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A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar merupakan salah
satu elemen strategis dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan mandat
utama untuk mengelola Wajib Pajak strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap
penerimaan negara, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar memainkan peran penting dalam
mendukung pencapaian target penerimaan pajak nasional serta menjaga keberlanjutan
pembangunan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan pembiayaan negara terus meningkat
seiring dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Kondisi ini berdampak pada peningkatan target penerimaan pajak nasional setiap tahunnya.
Di tengah tantangan tersebut, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar memegang peranan
kunci, mengingat kontribusi Wajib Pajak strategis yang besar terhadap keseluruhan
penerimaan pajak nasional.

Sebagai salah satu unit kerja di bawah DJP, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
tidak hanya bertugas mengoptimalkan penerimaan pajak, tetapi juga memiliki bertanggung
jawab untuk memastikan penerapan tata kelola organisasi yang baik (good governance).
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan
Laporan Kinerja menjadi salah satu langkah penting.

Dasar yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak
Besar Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024;

4. Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang
Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024;

5. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan berpedoman pada landasan di atas, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024
ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Laporan ini mencakup evaluasi atas capaian yang
telah diraih, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah strategis yang telah dilakukan.

Selain sebagai alat pelaporan, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana
evaluasi dan refleksi terhadap efektivitas kebijakan dan strategi yang diterapkan selama tahun
2024. Dengan demikian, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk
perbaikan kinerja di masa mendatang, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan
penguatan tata kelola perpajakan di Indonesia.




B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP,
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mempunyai tugas untuk melaksanakan analisis,
penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan
tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
menyelenggarakan fungsi:

a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan dan penyusunan rencana strategis di
bidang perpajakan;
pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan
pencapaian target penerimaan pajak strategis nasional;

d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor
Wilayah;

e. pelaksanaan bimbingan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang
penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek
Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;

f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan,
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;

g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan
Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, pembatalan Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan,
serta pembatalan hasil pemeriksaan pajak untuk seluruh jenis pajak;

h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;

i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;

j- pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;

k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata
usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, risiko, dan
kepatuhan internal; dan

. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang Kantor
Wilayah.



2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dapat dilihat dalam
skema bagan sebagai berikut:

Gambar I-1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
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Dari skema bagan struktur organisasi di atas dapat diketahui bahwa Kantor Wilayah
DJP Wajib Pajak Besar terdiri dari unit sebagai berikut:
a. Bagian Umum yang melaksanakan pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan

kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan
kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha;

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan yang melaksanakan perencanaan,
pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, dan analisis data dan

informasi perpajakan, melaksanakan perencanaan, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi



pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalian potensi perpajakan,
melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut
pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela, melaksanakan pemberian dukungan
teknis komputer, melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah dan analisis dokumen
manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah, melaksanakan bimbingan
dan pemantauan atas kegiatan produksi data lainnya, melaksanakan pengawasan
terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan, melaksanakan
pengendalian mutu pengawasan; melaksanakan evaluasi dalam rangka penetapan
dan/atau pemindahan Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan
Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan
pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan perencanaan, bimbingan,
pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib
Pajak dan Objek Pajak, penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penilaian Non-NJOP, dan
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas
kegiatan assignment Wajib Pajak, serta melaksanakan pemberian bimbingan dan
pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi perpajakan;

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan yang melaksanakan
perencanaan bahan baku pemeriksaan, melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi
pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan
teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan
pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan pengendalian rangkaian tata
laksana pemeriksaan Wajib Pajak Grup dalam hal anggota Wajib Pajak Grup berada dalam
Kantor Wilayah yang sama, melaksanakan peninjauan sejawat (peer review) atas hasil
pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa
Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan koordinasi dan pemberian
bantuan pelaksanaan penagihan pajak, melaksanakan kegiatan administrasi kolaborasi
penegakan hukum, melaksanakan kegiatan teknis di bidang forensik digital,
menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen serta pemberian bimbingan,
pemantauan pelaksanaan teknis, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengamatan,
menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak
pidana di bidang perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan terkait pengusulan dan
kolaborasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan, menyelenggarakan administrasi forensik digital, serta melaksanakan
pengelolaan benda sitaan, ruangan tersangka, dan Laboratorium Forensik Digital Kantor
Wilayah DJP;



d. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat yang melaksanakan
pemberian bimbingan dan pemantauan edukasi, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran
Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama
perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan edukasi dan
pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;

e. Bidang Keberatan dan Banding yang melaksanakan perencanaan dan penyelesaian
pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pengurangan atau
pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat
ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan penyelesaian
keberatan, serta penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak;

f. Kelompok Jabatan Fungsional yang melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar membawahi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar bertugas melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak
Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan
produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek
pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-
masing KPP terdiri dari unit sebagai berikut:
a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
Seksi Penjaminan Kualitas Data;
Seksi Pelayanan;
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
Seksi Pengawasan |, 11, lll, IV, dan V.

© oo o

3. Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai latar belakang,
dengan perhatian khusus terhadap penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion (GEDSI). Data sumber daya manusia ini disajikan secara terpilah untuk memberikan
gambaran yang lebih inklusif dan transparan mengenai keberagaman dan representasi di
lingkungan kerja.



a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar berkomitmen pada kesetaraan gender dalam
lingkungan kerja. Hingga akhir tahun 2024, jumlah pegawai tercatat dalam unit sebanyak
150 pegawai, yang terdiri dari 87 pegawai laki-laki (58%) dan 63 pegawai perempuan
(42%). Upaya untuk meningkatkan representasi perempuan terus dilakukan melalui
program pengembangan kapasitas dan pelatihan kepemimpinan.

Gambar |-2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Gender
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b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Keberagaman usia mendukung pertukaran pengetahuan antara generasi yang lebih muda
dengan yang lebih berpengalaman. Komposisi pegawai berdasarkan kelompok usia
menunjukkan keberagaman pengalaman dan potensi di lingkungan kerja, dengan rincian
sebagai berikut:

1) usia 20 s.d. 29 tahun sebanyak 32 pegawai (21,33%);

2) usia 30 s.d. 39 tahun sebanyak 24 pegawai (16,00%);

3) usia 40 s.d. 49 tahun sebanyak 47 pegawai (31,33%);

4) usia 50 s.d. 59 tahun sebanyak 47 pegawai (31,33%).

Gambar I-3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia
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Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar terus berupaya meningkatkan kompetensi
sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan, yang disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi serta dirancang untuk mendukung keberagaman dan inklusivitas.
Melalui penyajian data yang terpilah ini, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menunjukkan
komitmennya terhadap penerapan prinsip GEDSI, memastikan bahwa setiap individu memiliki
kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi.



C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian Laporan Kinerja
disusun sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Bab ini berisi penjelasan Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini berisi penjelasan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi
penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, serta evaluasi dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN



BAB I

PERENCANAAN
KINERJA




A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen
kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Sistem ini bertujuan untuk menerjemahkan visi, misi,
tujuan, dan strategi menjadi kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja
organisasi dan pegawai yang maksimal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan
bagian dari implementasi sistem perencanaan strategis sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1l-1 Diagram Perencanaan Strategis
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Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk
merumuskan strategi serta menentukan prioritas dalam pengalokasian sumber daya guna mencapai
visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak, hal-hal yang ingin
diwujudkan 5 (lima) tahun ke depan tercantum dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024
yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana
Strategis DJP Tahun 2020-2024.

Mengingat Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar merupakan unit vertikal dari DJP, maka
Rencana Strategis yang diterapkan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mengacu langsung
pada Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024. Untuk menghadapi perkembangan situasi saat ini
dan mengantisipasi kondisi di masa depan, DJP telah menetapkan pedoman yang jelas sebagai
bentuk komitmen bersama, yang dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Sebagai bagian dari
unit vertikal dari DJP, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menerapkan visi dan misi yang sama
dengan DJP. Keselarasan ini diharapkan dapat menyatukan cara pandang dan perilaku antara unit
vertikal dan unit induknya, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian
harapan organisasi.




1. Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai
jauh di masa mendatang oleh orangisasi. Adapun visi DJP untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui
Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan
dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang tujuan keberadaan dan upaya-upaya yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam mewujudkan visi. Misi DJP untuk tahun 2020-2024 sebagai
berikut:

a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi
dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;

c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif
dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Tujuan dirumuskan sebagai kondisi kualitatif jangka panjang yang diinginkan sebagai
tahapan dalam mewujudkan visi dan misi. Tujuan DJP untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:
a. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
b. penerimaan negara yang optimal; dan
c. birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan,
dihasilkan atau dicapai organisasi. Dalam rangka mencapai tujuannya, adapun sasaran strategis
DJP untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut.

a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.

b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah
penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.

c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif,
dan efisien adalah:
1) organisasi dan SDM yang optimal;
2) sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
3) pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Sasaran strategis DJP sejalan dengan tema kebijakan APBN, yang menekankan pada
peningkatan penerimaan negara. Dengan memastikan optimalisasi penerimaan pajak, DJP
berkontribusi langsung dalam mewujudkan APBN yang sehat, adil, dan berkelanjutan guna
mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen
Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah
perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan dan pemanfaatan.
Untuk memastikan pencapaian sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi
DJP menjadi acuan dalam penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut, kemudian dilakukan
penyusunan dokumen perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja organisasi meliputi penyusunan
dan penetapan Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja
(Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar) dengan pimpinan Unit Pemilik Kinerja di atasnya
(Direktur Jenderal Pajak) . Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.
Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Komponen Perjanjian Kinerja paling sedikit terdiri dari Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama,
Rincian Anggaran, dan Rincian Target Kinerja.

1. Peta Strategi

Peta Strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari
4 (empat) perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Process
Perspective, dan Learning & Growth Perspective. Setiap perspektif terdiri dari sejumlah Sasaran
Strategis (SS) yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan, atau dicapai organisasi. Peta Strategi
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1I-2 Peta Strategi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2024
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2. Perspektif

Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menggunakan 4 (empat) perspektif dengan rincian
sebagai berikut.
a. Stakeholder Perspective
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemangku kepentingan)
merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki
kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan
organisasi secara langsung.
b. Customer Perspective
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan)
merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau pelayanan suatu organisasi.
c. Internal Process Perspective
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola
organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer.
d. Learning and Growth Perspective
Perspektif ini mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang
ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis
guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan stakeholder
dan customer.

3. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimiliki Kantor Wilayah DJP Waijib Pajak Besar untuk tahun 2024
sebagai berikut.

Tabel II-1 Sasaran Strategis

Kode Sasaran Strategis

1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Yang Optimal

Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan Yang Efektif

Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Penegakan Hukum yang Efektif

Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

Ol | N~ |W]IDN

Data dan Informasi yang Berkualitas

=
o

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

=
[N

Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel




4. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang
merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau Kkinerja. KU
menggambarkan outcome atau output yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi. Untuk
tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar memiliki 19 (sembilan belas) IKU. IKU tersebut
kemudian dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan kriteria IKU, yaitu IKU lama dan IKU baru.

IKU lama merupakan IKU yang dapat dibandingkan targetnya dengan target IKU pada tahun
sebelum penilaian. Terdapat 4 (empat) IKU Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tahun 2024 yang
memiliki kriteria sebagai IKU lama dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1I-2 Indikator Kinerja Utama Lama

Indikator Kinerja Utama

la-CP |Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

2a-CP |Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa

3a-CP [Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

8b-N [Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

IKU baru merupakan IKU yang tidak memenuhi ketentuan sebagai IKU lama. Terdapat 15
(lima belas) IKU Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tahun 2024 yang memiliki kriteria sebagai
IKU baru dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 11-3 Indikator Kinerja Utama Baru

Kode Indikator Kinerja Utama

1b-N Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas

Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

2b-CP | gadan dan Orang Pribadi

Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan

4a-CP Penyuluhan

4b-N |Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

5a-CP |Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

6a-CP |Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis

6b-N [Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu

7a-CP |Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

7b-CP |Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi

8a-CP |Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu

9a-N |Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis Data Perpajakan dan Alat Keterangan
10a-N |Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

10b-N |Indeks Penilaian Integritas Unit

10c-N |Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

11a-CP |Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran




5. Perencanaan Anggaran

Alokasi anggaran berdasarkan program/kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel II-4 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Program / Kegiatan Tahun 2024 Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 2.563.148.000
1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp 599.482.000

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp 1.388.690.000

3. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan Rp 431.287.000
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp 143.689.000

B. Program Dukungan Manajemen Rp 29.410.469.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp 28.184.454.000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp 1.226.015.000
Total Rp 31.973.617.000

6. Adendum Perjanjian Kinerja

Adendum Perjanjian Kinerja merupakan perubahan sebagian informasi pada Perjanjian
Kinerja yang telah ditandatangani. Pada tahun 2024, telah disepakati adendum atas Perjanjian
Kinerja Nomor PK-16/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan rincian perubahan IKU Indeks
Penilaian Integritas Unit sebagai berikut.

Tabel 1I-5 Target dan Trajectory Sebelum Adendum

- - - 85% 85% 100% 100%
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang
Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan implementasi Manajemen
Kinerja adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, serta pelaporan
dan pemanfaatan. Tahapan evaluasi kinerja menghasilkan 3 (tiga) output yaitu Nilai Kinerja
Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3),
dan Predikat Kinerja Organisasi.

NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.
Berdasarkan pengukuran tersebut, NKO Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar tahun 2024
sebesar 109,94. NKO tahun 2024 (109,94) mengalami peningkatan dibandingkan NKO tahun
2023 (106,02). Perkembangan NKO Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dari tahun 2019
sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.

Grafik IlI-1 NKO Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019 s.d. 2024
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NKO tersebut merupakan akumulasi capaian IKU dari 4 (empat) perspektif
sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel Ill-1 Nilai Perspektif Tahun 2024

Perspective \ Bobot Indeks Capaian
Stakeholder Perspective 30% 102,12
Customer Perspective 20% 104,56
Internal Process Perspective 25% 115,90
Learning & Growth Perspective 25% 117,66
Nilai Kinerja Organisasi 109,94

NKO mencapai 109,94 didukung capaian IKU yang optimal. Dari 19 IKU tahun 2024,
semua IKU berstatus hijau.



Tabel 111-2 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Capaian

Kode \ Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Stakeholder Perspective
1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal
la-CP |Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 100,00% | 100,79%
1b-N Inde'ks.Reallsas[ Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan 100,00 | 103,94
Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
Customer Perspective
2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
22-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan 100,00% | 100,79%
Pengawasan Pembayaran Masa
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT o 0
2b-CP Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi 100,00% | 118,64%
3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan o 0
3a-CP Pengujian Kepatuhan Material 100,00% | 100,78%
Internal Process Perspective
4 Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas o o
4a-CP Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan 74,00% | 88,54%
4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan 100,00% | 107,74%
Kehumasan
5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
5a-CP |Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis 90,00% |117,52%
6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
6a-CP Persentase Penyelesaian Pe_rmlntaan Penjelasan atas Data dan/ 100,00% | 120,00%
atau Keterangan WP Strategis
) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak o o
6b-N Kanwil DJP Tepat Waktu 100,00% | 104,68%
7 Penegakan Hukum yang Efekiif
7a-CP | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 100,00% | 120,00%
7b-CP | Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi 90,00% | 97,50%
8 Penanganan Upaya Hukum yang Efektif
8a-CP Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat 86.50% | 95,38%
Waktu
8b-N | Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif 53,00% | 78,01%
9 Data dan Informasi yang Berkualitas
9a-N Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis Data Perpajakan 100,00% | 120,00%
dan Alat Keterangan
Learning & Growth Perspective
10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
10a-N [ Tingkat Kualitas Kompetensi SDM 90,00 114,32
10b-N [Indeks Penilaian Integritas Unit 100,00% | 116,69%
10c-N In_dgks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen 90,00 98.35
Risiko
11 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
11a-CP |Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran 100,00 | 120,00

Nilai Kinerja Organisasi

Dalam penghitungan NKO, Indeks Capaian merupakan perbandingan antara target
dan realisasi serta diakui maksimal sebesar 120. Penjelasan capaian IKU untuk setiap
Sasaran Strategis adalah sebagai berikut.



1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran Strategis ini menyatakan bahwa salah satu hal yang ingin dicapai oleh
organisasi adalah optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui
penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran
Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis
di bidang perpajakan. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) IKU dengan target,
realisasi, dan indeks capaian IKU pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IlI-3 Sasaran Strategis 1

Kode Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1la-CP |Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 100,00% | 100,79%

la. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y

Target 23,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00%
Realisasi | 18,80% | 44,90% | 44,90% | 68,98% | 68,98% | 100,79% | 100,79%
Capaian | 8174 | 8981 | 8981 | o197 | o107 |HICONONNI00ON
o Definisi IKU

o Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto
dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak
(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah
Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

o Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui
Modul Penerimaan Negara baik dalam Rupiah maupun mata uang asing,
penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan
Terima, dikurangi Pemindahbukuan Kirim.

o Target penerimaan pajak DJP merupakan target penerimaan pajak yang tercantum
dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN,
atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

o Target penerimaan pajak Kantor Wilayah merupakan target penerimaan pajak DJP
yang didistribusikan ke masing-masing Kantor Wilayah DJP, yang ditetapkan
melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi
Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

o Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP
yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per
KPP.



e Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak

Target Penerimaan Pajak

e Realisasi IKU

Rp571.370.795.259.500
Rp566.936.393.876.000

Realisasi penerimaan penerimaan sebesar Rp571.370.795.259.500 dari target
penerimaan pajak sebesar Rp566.936.393.876.000, sehingga diperoleh realisasi IKU
sebesar 100,79%. Capaian IKU sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar
100,79 (realisasi 100,79% dari target 100,00%).

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi
Kode IKU 2020 2021 2022 2023 2024
(Y-4) (Y-3) (Y-2) (Y-1) (Y)
Persentase Realisasi o 0 0 0 0
1a-CP oo i Pajak 86,13% |111,78% | 110,64% | 101,75% | 100,79%

Realisasi IKU pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, sama seperti
realisasi pada empat tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar selalu konsisten dalam usaha untuk mencapai target penerimaan.

3) Perbandingan antara Target dalam Rencana Kerja DJP, Rencana Strategis DJP

Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Dokumen Perencanaan IKU Kantor Wilayah
Nama IKU Target 2024 | Target 2024 | Target 2024 Target | Realisasi
dalam dalam dalam 2024 2024
Renja DJP | Renstra DJP RPJMN
Persentase Realisasi | 154 0006 | 100,00% - 100,00% | 100,79%
Penerimaan Pajak

Tidak terdapat gap antara target tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar dengan Rencana Kerja DJP Tahun 2024 dan Rencana Strategis DJP
Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 100,00%. Realisasi IKU berhasil mencapai target, yaitu
realisasi 100,79% dari target 100,00%.

4) Penjelasan dan Analisis atas IKU

o Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

o melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong unit vertikal
melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan terkait aktivitas
ekonomi tahun berjalan termasuk di dalamnya adalah dinamisasi pembayaran
untuk Wajib Pajak pada sektor usaha yang mengalami pertumbuhan, prioritas
utama pada sektor usaha dan jenis pajak dominan;



> melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan
pengawasan kepatuhan material untuk tahun pajak 2023 dan sebelumnya melalui
aktivitas pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum termasuk
di dalamnya pengawasan atas aksi korporasi, transfer pricing, dan rekayasa
keuangan;

> melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan
mitigasi dan manajemen restitusi termasuk di dalamnya melakukan post audit
terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab

keberhasilan/peningkatan dan/atau kegagalan/penurunan kinerja. Hal-hal tersebut

antara lain:

o keberhasilan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pembayaran masa (PPM)
untuk sektor-sektor usaha yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas,
pengelolaan aktivitas pengujian kepatuhan material (PKM) yang efektif, dan
manajemen restitusi;

° penurunan realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh penurunan harga
komoditas (batu bara dan CPO), peralihan generasi PKP2B menjadi IUPK untuk
beberapa Wajib Pajak, dan trend restitusi yang meningkat signifikan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya;

o upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak:

- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan
prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan
melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan unit vertikal;

- monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per unit kerja dan
melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dilakukan dengan

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan

oleh organisasi adalah sebagai berikut:

o melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan
memanfaatkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang
memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan
dapat dilakukan dengan efisien;

o menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

o melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang
digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.



Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Capaian atas kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak merupakan hasil

dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024.

Program/kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

o meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan
menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan
yang dilakukan lebih terarah;

o pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan;

o meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar fungsi dan unit kerja dalam rangka
pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang disusun dalam pencapaian kinerja

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat dicapai dengan melakukan mitigasi

atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja. Mitigasi risiko yang dilakukan:

o risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan
melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak
bergantung pada fluktuasi harga komoditas;

o risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada WP;

o risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan
konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan
pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
IKU dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh
organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

o kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi
dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan
kinerja penerimaan secara rutin, dan menindaklanjuti laporan tersebut;

o kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor
utama penerimaan pajak diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah
sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint
analysis, joint business process).

Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI
Pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak memiliki kontribusi terhadap
Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Kontribusi yang dapat diberikan
antara lain:

o penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

o pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas;

o pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.



e Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan
ekstrem, dIl.

Pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dapat memberikan

dukungan terhadap isu-isu tersebut. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam

APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

o pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim;

o penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

o pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

o pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan
langsung tunai.

5) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Dengan mempertimbangan capaian kinerja tahun 2024, rencana aksi untuk tahun 2025

sebagai berikut:

e merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan
Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP
dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan
kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;

e menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025
serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan
pajak sesuai amanat Undang-Undang APBN Tahun 2025;

o melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per unit kerja
yang andal;

¢ melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah untuk koordinasi kebijakan dan strategi
pencapaian penerimaan tahun 2025.



1b. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi

Perencanaan Kas
1) Target dan Realisasi IKU Tahun 2024
T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y
Target 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
Realisasi | 102,53 | 100,55 | 100,55 | 101,94 | 101,94 | 103,94 | 103,94
Capaian
o Definisi IKU

o

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan
kas terdiri dari 2 komponen, yaitu (a) persentase realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto serta (b) persentase deviasi akurasi perencanaan
penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua

komponen, yaitu (a) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%

serta (b) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi

capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal

120%.

- Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun berjalan dikalikan 100%.

- Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dikalikan 100%.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi

dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan

termasuk penerimaan PPh Migas, dan Bea Cukai, Penerimaan PNBP, Hibah dan

Penerimaan Pembiayaan.

e Formula IKU

(50% x Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto) +
(50% x Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Penerimaan Kas)

e Realisasi IKU

(50% x 97,88) +
(50% x 110,00)

Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto sebesar
97,88, sedangkan Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas

seb

esar 110,00. Dari kedua komponen tersebut diperoleh realisasi sebesar 103,94.

Capaian IKU sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 103,94 (realisasi 103,94
dari target 100,00).



2) Penjelasan dan Analisis atas IKU

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

o

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong unit vertikal
melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan terkait aktivitas
ekonomi tahun berjalan termasuk di dalamnya adalah dinamisasi pembayaran
untuk Wajib Pajak pada sektor usaha yang mengalami pertumbuhan, prioritas
utama pada sektor usaha dan jenis pajak dominan;

melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan
pengawasan kepatuhan material melalui aktivitas pengawasan, pemeriksaan,
penagihan, dan penegakan hukum termasuk di dalamnya pengawasan atas aksi
korporasi, transfer pricing, dan rekayasa keuangan;

menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir
tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one
dengan unit kerja;

meningkatkan sinergi antar fungsi baik internal/eksternal sehingga prognosa
penerimaan pajak dapat diproyeksikan dengan akurat dan menghasilkan deviasi
proyeksi perencanaan kas yang rendah.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab
keberhasilan/peningkatan dan/atau kegagalan/penurunan kinerja. Hal-hal tersebut
antara lain:

o

Keberhasilan/peningkatan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan

deviasi proyeksi perencanaan kas:

- keberhasilan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pembayaran masa
(PPM) untuk sektor-sektor usaha yang tidak bergantung pada fluktuasi harga
komoditas, pengelolaan aktivitas pengujian kepatuhan material (PKM) yang
efektif;

- sinergi antar fungsi baik internal maupun eksternal sehingga penerimaan pajak
dapat diprognosakan dengan akurat.

Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak:

- penurunan realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh penurunan harga
komoditas (batu bara dan CPO), peralihan generasi PKP2B menjadi IUPK
untuk beberapa Wajib Pajak, dan trend restitusi yang meningkat signifikan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya;

- penerimaan yang bersifat diterministik dan insidental sulit untuk diprognosakan
secara akurat.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak:



- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan
prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan
melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan unit vertikal,

- monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per unit kerja dan
melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun;

- meningkatkan sinergi antar fungsi baik internal maupun eksternal sehingga
penerimaan pajak dapat diprognosakan lebih akurat.

o Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan

Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut:

o pemanfaatan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang
memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan
dapat dilakukan dengan efisien;

o menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

e Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Capaian atas kinerja IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan

Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan

oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program/kegiatan yang telah dilakukan antara

lain:

o optimalisasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan dengan prioritas
Wajib Pajak pada sektor usaha dominan dan jenis pajak utama;

o pemanfaatan teknologi (Dashboard LTRO) untuk meningkatkan kualitas
pengawasan kaptuhan pembayaran;

o sinergi dan kolaborasi antar fungsi internal/eksternal sehingga prognosa
penerimaan pajak dapat dihitung secara akurat dan menghasilkan deviasi
perencanaan kas yang rendah.

o Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang disusun dalam pencapaian kinerja

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi

Perencanaan Kas dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak

tercapainya kinerja. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

o risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan
melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak
bergantung pada fluktuasi harga komoditas;

o risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib
Pajak;

o risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan
konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan
pajak melalui universitas dan sarana pendidikan;

o risiko penerimaan pajak diterministik seperti kompensasi BBM dan subsidi
dilakukan dengan meningkatkan sinergi dengan pihak eksternal.



o Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang
dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:
o kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi

dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan
kinerja penerimaan secara rutin, dan menindaklanjuti laporan tersebut;

o kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor
utama penerimaan pajak diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah
sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint
analysis, joint business process);

o kendala penerimaan pajak yang bersifat deterministik (kompensasi BBM dan
subsidi) diatasi dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pihak
eksternal yaitu Wajib Pajak, satuan kerja terkait, dan Direktorat Jenderal Anggaran.

o Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI
Pencapaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi
Proyeksi Perencanaan Kas memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability,
and Social Inclusion. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

o penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

o pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas;

o pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.

o Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan
ekstrem, dIl.

Pencapaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi

Proyeksi Perencanaan Kas dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

o pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim;

o penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

o pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

o pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan
langsung tunai.



3) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya
Dengan mempertimbangan capaian kinerja tahun 2024, rencana aksi untuk tahun 2025
sebagai berikut:

optimalisasi pengawasan atas kepatuhan pelaporan dan pembayaran atas aktivitas
ekonomi tahun berjalan, dengan prioritas sektor usaha dominan penentu penerimaan
dan jenis pajak utama;

optimalisasi pengawasan kepatuhan material melalui kegiatan pengawasan,
pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum;

pengawasan atas aksi korporasi, transfer pricing, dan rekayasa keuangan;
meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar fungsi, baik internal maupun eksternal,
sehingga penerimaan pajak dapat diproyeksikan dengan lebih akurat dan
menghasilkan deviasi perencanaan kas yang rendah.



2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Sasaran Strategis ini menyatakan bahwa salah satu hal yang ingin dicapai oleh
organisasi adalah peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun
berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak
yang optimal. Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) IKU dengan target, realisasi,
dan indeks capaian IKU pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Ill-4 Sasaran Strategis 2

Kode
2 Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi Capaian

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari

- 0, 0
2a-CP Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 100,00% 100,79%
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan
2b-CP [Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan 100,00% | 118,64%

Orang Pribadi

2a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

1) Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

TIR Q1 Q2 s1 Q3 | sdo3| o4 Y
Target | 23,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00%
Realisasi | 17,70% | 43,53% | 43,53% | 70,20% | 70,20% | 100,79% | 100,79%
Capaian 8707 | 8707 | 9360 | 9360 |HIGONON|NIO0NON
o Definisi IKU

o Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP
melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan
Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

o Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan
pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan
telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM).

o Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak
hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas
Direktur Jenderal Pajak.

e Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM




Realisasi IKU

Rp535.629.562.919.076

Rp531.471.518.242.000

Realisasi penerimaan pajak dari PPM sebesar Rp535.629.562.919.076 dari target
sebesar Rp531.471.518.242.000, sehingga diperoleh realisasi IKU sebesar 100,79%.
Capaian IKU sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebesar 100,79 (realisasi
100,79% dari target 100,00%).

2) Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi
Kode IKU 2021 2022 2023 2024
(Y-3) (Y-2) (Y-1) (Y)
2a-cp |Persentase Realisasi Penerimaan | )15 4304 | 110.87% | 102,97% | 100,79%
Pajak dari Kegiatan PPM

Realisasi IKU pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan, sama seperti
realisasi pada tiga tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Wilayah DJP
Wajib Pajak Besar selalu konsisten dalam usaha untuk mencapai target penerimaan.

3) Penjelasan dan Analisis atas IKU

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

o

melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong unit vertikal
melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan terkait aktivitas
ekonomi tahun berjalan termasuk di dalamnya adalah dinamisasi pembayaran
untuk Wajib Pajak pada sektor usaha yang mengalami pertumbuhan, prioritas
utama pada sektor usaha dan jenis pajak dominan;

melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan
mitigasi dan manajemen restitusi termasuk di dalamnya melakukan post audit
terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab
keberhasilan/peningkatan dan/atau kegagalan/penurunan kinerja. Hal-hal tersebut
antara lain:

o

keberhasilan mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pembayaran masa (PPM)
untuk sektor-sektor usaha yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas,
pengelolaan aktivitas pengujian kepatuhan material (PKM) yang efektif, dan
manajemen restitusi;

penurunan realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh penurunan harga
komoditas (batu bara dan CPO), peralihan generasi PKP2B menjadi IUPK untuk
beberapa Wajib Pajak, dan trend restitusi yang meningkat signifikan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya;




o upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang
menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak:

- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan
prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan
melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan unit vertikal,

- monitoring realisasi penerimaan pajak PPM per unit kerja dan melakukan
evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

o Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya

organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai

berikut:

o pemanfaatan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang
memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan
dapat dilakukan dengan €fisien;

o menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

o memanfaatkan dan menganalisa sumber daya data penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun-tahun sebelumnya.

o Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Capaian atas kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan

oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program/kegiatan yang telah dilakukan antara

lain:

o optimalisasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan dengan prioritas
Wajib Pajak pada sektor usaha dominan dan jenis pajak utama;

o pemanfaatan teknologi (Dashboard LTRO) untuk meningkatkan Kkualitas
pengawasan kaptuhan pembayaran.

o Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang disusun dalam pencapaian kinerja

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya

kinerja. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

o risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan
melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak
bergantung pada fluktuasi harga komoditas;

o risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib
Pajak;

o risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan
konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan
pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.



Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa dapat dicapai bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh
organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

o kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi
dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan
kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut;

o kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor
utama penerimaan pajak diatasi dengan melakukan pengawasan yang terarah
sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint
analysis, joint business process).

Akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan GEDSI
Pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social
Inclusion. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

o penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek
pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;

o pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti
pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor
yang mempekerjakan penyandang disabilitas;

o pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi
kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman
sosial.

Dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan
ekstrem, dIl.

Pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut. Pajak

sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan

terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

o pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau,
rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap
perubahan iklim;

o penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat
digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;

o pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

o pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil,
pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan
langsung tunai.



4) Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Dengan mempertimbangan capaian kinerja tahun 2024, rencana aksi untuk tahun 2025

sebagai berikut:

e optimalisasi pengawasan pembayaran dan penyetoran terkait aktivitas ekonomi tahun
berjalan dengan prioritas sektor usaha dominan vyaitu Industri pengolahan,
pertambangan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta aktivitas keuangan dan
asuransi,

e optimalisasi peranan Komite Kepatuhan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan
monitoring dan evaluasi;

¢ Melakukan mitigasi dan manajemen restitusi.



2b. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y
Target 60,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 90,00% ([ 100,00% | 100,00%
Realisasi | 61,28% | 105,60% | 105,60% | 116,57% | 116,57% | 118,64% | 118,64%
Capaian

o Definisi IKU

o

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan
dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang
Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas
waktu.

IKU adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari
WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau
bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh
Badan serta SPT 1770, 1770S, dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT
adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan
Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain
Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024.

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan
status domisili/pusat yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan
PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus
Kantor Perwakilan, WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018,
WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana
dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3
ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Formula IKU

(1,2 x Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023
yang Disampaikan Tepat Waktu oleh WP Wajib SPT) +
(Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023
Selain yang Disampaikan Tepat Waktu oleh WP Wajib SPT)

Target WP yang Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023




Realisasi IKU

(1,2x1.710) +
(199 + 49 + 4)

1.942

Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP
wajib SPT sebesar 1.710. Jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang
disampaikan tepat waktu oleh Wajib Pajak Wajib SPT sebesar 252. Target WP yang
menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak sebesar 1.942. Berdasarkan komponen-
komponen tersebut, realisasi IKU sebesar 118,64%. Capaian IKU sampai dengan akhir
tahun 2024 adalah sebesar 118,64 (realisasi 118,64% dari target 100,00%).

2) Penjelasan dan Analisis atas IKU

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja IKU

Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan

dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

° inventarisasi (cleansing) WP Wajib SPT Tahunan dan mengusulkannya ke
Direktorat PKP;

o himbauan pelaporan SPT Tahunan secara online kepada seluruh WP Wajib SPT
seperti Youtube, Facebook, Instagram, Kring Pajak, dan sebagainya;

o himbauan, visit, penerbitan Surat Teguran dan STP terhadap Wajib Pajak yang
tidak menyampaikan SPT Tahunan 2023;

o penyuluhan terkait pelaporan SPT Tahunan;

o monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi KPP dalam
pemenuhan target IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab
keberhasilan/peningkatan dan/atau kegagalan/penurunan kinerja. Hal-hal tersebut
antara lain:

o kompetensi aktor pengawasan yang kompeten;

o kepedulian pimpinan yang tinggi.

Efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT

Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan efisiensi terhadap

sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi

adalah sebagai berikut:

o pemanfaatan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang
memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan
dapat dilakukan dengan efisien;

o menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

o memanfaatkan dan menganalisa sumber daya data terkait perilaku Wajib Pajak
pada tahun 2024 untuk memudahkan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
melaporkan SPT Tahunan PPh.



	1. Cover.pdf

